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PUTUSAN

Nomor 1825/Pdt.G/2021/PA Kis

[

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:
XXXXXXXxXxX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kab. Asahan,
Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Ade Agustami Lubis, S.H, Aminuddin SM, S.H
dan Rekan Advokat / Penasehat Hukum pada Pos
Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin)
Kota Tanjungbalai, beralamat di Jalan. Jenderal
Sudirman No. 8 B Lk I, Kelurahan Perwira, Kecamatan
Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 06 September 2021 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No.
941/KS/2021/PA-KIS tanggal 13 September 2021,
sebagai Penggugat;
Melawan

Xxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Xxxxxxxxxx, Kab. Asahan, Sumatera Utara,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 September

2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kisaran Nomor 1825/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 13 September 2021,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada

Tanggal 09 Juli 2018 M bertepatan 25 SYAWAL 1439 H sesuai Kutipan Akta

Nikah Nomor : 075/09/VIII/2018/ , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Urusan Agama Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

bertempat tinggal di rumah orang tua kandung penggugat beralamat di

Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten

Asahan.

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua

kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah

orang tua tergugat selama lebih 5 (lima) Bulan.

4. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat sudah

pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul); dan memiliki 1

(satu) orang Anak. Xxxxxxxxxx ,umur 2 (dua) Tahun Laki-Laki

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada pertengkaran itu dianggap

sebagai hal biasa, sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang

sakinah, mawadah, warahmabh;

6. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah

berlangsung lama karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

percekcokan/pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa

sehingga tidak ada harapan didamaikan lagi;

7. Bahwa sejak Bulan 12 tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai goyah, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara

lain;

a. Tergugat tidak memberikan nafkah

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat tidak mau bekerja

C. Tergugat sering memperlakukan istrinya sebagai pembantu
8. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, maka sejak
2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berada
dalam satu rumah atau sejak saat itu sampai sekarang sudah hampir
2(dua) tahun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat kembali
ke rumah orang tua kandung Penggugat sementara Tergugat kembali ke
rumah orang tua tergugat yang beralamat di Dusun V Desa Sei Apung Jaya
Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan., dan selama itu Tergugat tidak
menjalankan kewajibannya sebagai suami sebagai kepala rumah tangga
sebagaimana mestinya;
9. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah disebut dalam poin-poin di atas
telah menyebabkan perselisihan (siqoq) dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat secara terus menerus, maka hal tersebut jualah yang
telah menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah diusahakan untuk
didamaikan oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak
membuahkan hasil ;
11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan
secara terus menerus,sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah No 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup
rukun lagi dalam rumah tangga, dan membuat Penggugat mengajukan
gugatan cerai ini;
12. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3
INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah  untuk
mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan
rahmah . Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai
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dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya
dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat
dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan cerai ini;

13. Bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat
diatas, penggugat bermohon kepada ketua Pengadilan Agama Kisaran, C/q
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat membuka
persidangan dengan memanggil penggugat dan tergugat, serta
menyidangkannya dengan memutuskan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2, Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX)

terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-
adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson
tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan
eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor
1825/Pdt.G/2021/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta
ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak
hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya
menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena
Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan
membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan
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tetap dengan gugatannya;
Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat di
persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:
A. Bukti Surat :
- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: 075/09/VI111/2018/ tertanggal
09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, bukti tersebut telah
dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti
serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai
dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi
tanda P;
B. Bukti Saksi :

1. Xxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kab. Asahan, menyatakan
kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga
Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri
yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2019;

- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan nafkah untuk
kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak 2 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga
sekarang;
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- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara
Penggugat dan Tergugat;

2. XXxXxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kab. Asahan, menyatakan
kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah
kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri
yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2019;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan nafkah untuk
kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada
Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak 2 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga
sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara
Penggugat dan Tergugat;
Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan
tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim
memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan
Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di
persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah
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dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut
telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya
bernama Ade Agustami Lubis, S.H, Aminuddin SM, S.H dan Rekan Advokat /
Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
(Posbakumadin) Kota Tanjungbalai, beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman No.
8 B Lk I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota
Tanjungbalai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2021
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No.
941/KS/2021/PA-KIS tanggal 13 September 2021, terhadap kuasa tersebut
Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara
Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil
sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat
tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut
sebanyak 2 (dua) kali, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap
panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang
lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan,
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dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah
secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal
149 RBg dan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya
lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak
dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk
membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya
melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat
tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam
perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertangkaran antara Penggugat
dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak bulan
Desember 2019, disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk
kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada
Penggugat. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak 2
tahun yang lalu, atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat
telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil
untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim
berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum,
yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti
tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam
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perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat
dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan
mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam
posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana
ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis
Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal
standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-
Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun
1989 yang telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun
2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang
terdekat Penggugat bernama Zulkarnain dan Antoni, dalam halmana mereka itu
didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan,
maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga
keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat
dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak
bulan Desember 2019;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang
lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan
kewajiban suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana
dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim
telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-
benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara
faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang
waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim
berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan
dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut
dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi
pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat.
Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi
(broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk
dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa
rahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat
diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang
melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah
tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT

dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Jxs ) I8 a0 1551 A8 il g0 28T 515 O sl ¢ bes
ug)S.o.u ,og_n.] ul.:y TR ul as>J5 0)9.0 f?f

Artinya:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
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merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir’. (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang
bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata
kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian
salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka
mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari
manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat
dengan Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22
Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 90 K/AG/1993 tanggal
24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi
mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan,
melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti
dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat
tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal
149 RBg dan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara
verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang
besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang—undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxxxxxxxxx) atas diri
Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Nurlaini M. Siregar, S.HlI,
sebagai Ketua Majelis, Fadhilah Halim, S.HI, MH dan Ummu R. Siregar, SH,
S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi,
S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nurlaini M. Siregar, S.HI

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Fadhilah Halim, S.HI, MH Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI
Perincian

Biaya:
1. Pendaftara : R 30.000,00
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